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REFLEKSI PEMERINTAHAN ACEH
DALAM OTONOMI PARIPURNA:
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HS. Tisnanta dan Ade Arif Firmansyah

asnya kewenangan Pemerintahan Aceh yang diatur
Wlam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, idealnya
emberikan impact positif dalam mewujudkan akselerasi
smbangunan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat
ceh. Namun, setelah hampir sepuluh tahun berlalu,
emerintahan  Aceh belum mampu memaksimalkan
otonomi paripurna’ yang dimilikinya tersebut untuk
yecara berkelanjutan meningkatkan kesejahteraan masya-
ynkatnya. Hal ini terlihat dari dinamika dan perbandingan
|PM Provinsi Aceh pada tahun 2006 dan 2014, di mana
hanya lima kabupaten/kota yang berhasil meningkatkan
|PM-nya, sedangkan kondisi sebaliknya justru terjadi di-18
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15 | Nagan 66.88| 67.64| 68.47( 68.74| 69.18| 69.68| 70.64| 71.5
Raya
16 | Aceh 67.77| 68.23| 68.94| 69.39( 69.63| 69.99 70.35( 71
Jaya
17 | Bener 68.12| 68.88 69.77| 70.38| 70.98| 71.51| 71.86| 72.39
Meriah
18 .qamm 69.4 | 69.96( 71.23( 71.71| 72.38( 72.82| 73.13| 73.69
aya
19 | Banda 75.44| 76.31| 76.74( 77 77.45( 78 785 | 79
Aceh

20 | Sabang 73.66| 74.48( 75 7549| 75.98| 7647| 76.88| 77.23

21 | Langsa 71.51( 7222| 72779| 732 | 73.85| 74.37| 74.75| 75.1

22 | Lhokseu- | 73.8 | 74.65( 75 75.54| 76.1 | 76.68( 77.23| 77.84
mawe

23 | Subulus- 67.8 | 68.28| 68.42| 68.85| 69.26| 69.63| 70.06| 70.6
salam

Sumber: BPS Provinsi Aceh!©

Berdasarkan data pada tabel tiga, dapat di lihat bahwa H.WWL_

dibandingkan IPM Provinsi Aceh pada tahun 2006 dan

2014 hanya lima kabupaten/kota yang berhasil meningkat-
kan IPM-nya, yaitu: Bener Meriah, Pidie Jaya, Banda Aceh,
Langsa dan Lhokseumawe. Kondisi sebaliknya justru ter-
jadi di delapan belas kabupaten/kota lain di Provinsi Aceh.
Terlebih jika IPM yang dibandingkan adalah IPM pada
tahun 2013 dan 2014, maka didapati hanya Banda Aceh
yang secara berkelanjutan mampu meningkatkan IPM-nya,
sedangkan dua puluh dua kabupaten/kota lainnya meng-
alami penurunan. Merujuk pada kenyataan tersebut, dapat

dikatakan bahwa fungsi otonomi yang ideal sebagaimana

dikemukakan oleh Osborne dan Gaebler, serta konsep
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pembangunan yang membebaskan menurut Amartya Sen,
belum dapat dicapai oleh Pemerintahan Aceh.

Data IPM pada tabel tiga tersebut sejatinya menunjukkan
hahwa Pemerintahan Aceh belum mampu memaksimalkan
“otonomi paripurna” yang dimilikinya untuk secara berke-
lanjutan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Pemerintahan Aceh belum mampu mengelaborasi dan
mengartikulasikan luasnya kewenangan pemerintahan
yang diberikan ke dalam program-program pembangunan
yang progresif dan responsif. Oleh karena itu, kondisi ini
menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintahan Aceh
untuk menjawab semangat percepatan pembangunan dan
kesejahteraan yang berkeadilan serta keadilan yang berke-
sejahteraan yang diusung UU No. 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh.

Penutup

Sebagai penutup dari tulisan ini akan dikemukakan sim-
pulan sebagai berikut: Pemerintahan Aceh belum mampu
menggunakan keleluasaan otonomi yang di milikinya untuk
secara berkelanjutan meningkatkan kesejahteraan masya-
rakat Aceh. Hal ini terlihat dari mayoritas turunnya angka
IPM di kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh dalam kurun
waktu 2006 sejak UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerin-
tahan Aceh diundangkan hingga tahun 2014. Diperlukan
kreativitas dan inovasi dalam mengelaborasikan luasnya
kewenangan Pemerintahan Aceh tersebut untuk mewujud-
kan semangat kesejahteraan yang berkeadilan serta keadil-
an yang berkesejahteraan di Provinsi Aceh.
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Wompetensi perbuatan hukum yang dapat dilakukan menurut
odah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan
jirmal yang dimiliki seorang pejabat atau institusi. Tubagus Ronny
shman Niti Baskara, Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah,
ketsa Bayang-Bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan
Otonomi  daerah. 2002. hlm 102. Menurut Hart, kaidah
lewenangan masih dapat dibagi lagi. Dapat dibedakan adanya
psidah kewenangan publik dan kaidah kewenangan perdata.
Knidah kewenangan publik dapat dibagi lagi ke dalam kewenangan
embentukan undang-undang, kewenangan kehakiman dan
w._,sésm:mmb pemerintahan. Juga dalam hukum perdata terdapat
lnidah kewenangan, yang pada gilirannya dapat dibagi lagi ke
(ulam misalnya kaidah-kualifikasi, kaidah-kewenangan dalam arti
yempit, dan kaidah-prosedur. Dalam J.J.H. Bruggink, Refleksi
lentang Hukum. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996., hlm 105.

' Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun no.s:
tentang Pemerintahan Aceh. |

Asas bm.mm::.nmmnmm Berdasarkan UUD 1945, Disertasi, Fakul i,
Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1990, him. 37. L

4 Bagir .HSEH»P Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta
Penerbit Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UIL 2001
him. 24. B

5 David Osborne-Ted Gaebler, Reinventing Government, (Ni .
York: A Plume Book, 1993), him. 252. Dalam Ni‘matul Huda,
Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan

Problematika, cet-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 89. i Lidels“Pembingunan Manusia B

pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar
lualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun
melalui  pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut
mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan
yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat
luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi
lesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir.
Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan
gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.
Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator
kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan
pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita
sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian
pembangunan untuk hidup layak. http://aceh.bps.go.id/Sub-
jek/view/id/26, diakses 27 Mei 2016, pukul 14.00.

6 U:ma..mBmESb dari: “Bevoegheid is een begrip uit het
bestuurlijke organisatierecht, wat kan worden omschreven als h ot
mem& van regels dat betrekking heeft op de verk rijging e 2
Swom..\.mﬂ.:b van bestuurrechttelijke bevoeg dheden door
publiekrechtelijke rechts subjecten in het bestuurs rechtelij e
vm.cawmcmﬂ.»mmwa. Stout HD, De betekenissen van de wet. W.E .
Tjeenk Willnk. Zwole. 1994. Dalam Ridwan HR. m:w:i

Administrasi Negara. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006., hlm.
102. B

7 3&;.:: Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara,1994, hlm |
78. Lihat juga Tubagus Ronny Rahman Niti wmmw.&.m. v&bm._
Smbmmm:mmmﬁs kewenangan adalah hak menggunakan wewenang
yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan
yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga Emﬂ%m:m_aﬁ,
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